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Mengingat

BUPATI BUOL
PERATURAN BUPATI BUOL

NOMOR 
'6.. 

TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH.
SEKREhARIAT DPRD DAN INSPEKTORAT DAERAH

Menimbang

KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANO MAHA ESA

BUPATI BUOL,

: 'bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal z
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OL6 tentang
Pemb€ntukan dan Susunar perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan darl
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buol.

: 1. Pasal 18 ayat (6) . Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang .Nomor 5l Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (l,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179,

Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 39O0) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO0 tentang

Penrbahan atas Undang-Undang Nomor 5l Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,

Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai

Kepulauan (lcmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO0 Nomor 78, Tambahan Lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

2.

J.
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Menetapkan

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Taiun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

. Irrdonesia Tahun 2OI4 Nonor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7),
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang_Undalg Nomor 9 Tahun
2015 tentang pemerintahal Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20Og Nomor 59,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

5. Perafuran pemerintah Nomor lg tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor l l4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SggT);

6. Perafuran Daerah Kabupaten Buol Nomor 4 Tahun
2016 tentang Urusan pemerintahan Daerah
Kabupaten Buol;

7 . Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 20 16 renrang
Pembenrukan dan Susunan perangkat Daerah
Kabupaten Buol.

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI BUOL
DAN SUSUNAN ORGANISASI

SEKRETARIAT DPRD DAN

KABUPATEN BUOL

TENTANG KEDUDUKAN
SEKRETARIAT DAERAH,
INSPEKTORAT DAERAH

BAB I

KE"IENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratural Bupati ini vang dimaksud dengal:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

.c _



J.

T\rgas Pembanfuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesafuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

.Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintal Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur
pJnyelenggara Pemerintallan Daerah yang memimpin
pelaksalaal Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenalgan Daerah otonom.

Kepala Daerah. adatah Bupati Buol yang selanjutnya
disebut Bupari.

Perangkat Daerah adalah unsur pembanru bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusar Pemerintahan :.yang menjadi kewenangal Daerah
Kabupaten.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawar
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Aparatui Sipil .Negara yalg selanjutnya disebut
Pegawai ASN ada-lah pegawai negeri sipil dan pegawaj
pemerintah dengan perjanjian kerja yang dialgkat oleh
pejabat pembina kepegawaian delr diserahi tugas da.lam

suatu jabatan pemerintahan atau diseraii tugas negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
qrrudrr6arr.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah

warga negara Indonesia y3ng memenuhi syarat tertennl,

diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan

narnerin tr lr a n

e.g"*"i Pemerintah dengan Pedanjian Kerja yang

selanjutnya disingkat PPPK ada-lah warga negara indonesia

yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan

perjanj ian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka

melaksanakan tugas p€merintahan.
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10. Sekretariat Daerah adalah Unsur StaJ pemerintah Daerah
Kabupaten Buor yang selanjutnya disebut sekretariat
Daerah.

11. Sekretaris Daerah adalah Kepala Sekretanat Daerah
K.abupaten yang secara operasional dan administatif berada
dibawah darr bertanggung jawab kepada Bupati yang
selanj utnya disebut Sekre taris Daeratr.

12. Spkretariat DPRD merupakan unsur pelayanal
administrasi dan pemberial dukungal terhadap tugas dan
fungsi DPRD yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD.

13. Inspektorat Daerah men:pakan unsur pengawas
penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang seianjutnya
disebut Inspektorat Daerah.

14. Staf Ahli adalah Kelonrpok Staf yalrg mempunyar keahlian
tertentu untuk membantu Bupati dalam memberikan
telaahan mengenai masalah pemerintahan Daerah sesuai
bidang tugasnya.

. BAB II

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Paszr.l 2

Sekretariat Daerah merupaka_n tipe A dengan beban keria
besar.

Pasal 3
(t) Sekretariat Daeratr sebagaimana dimaksud dalam pasa,l 2

menrpakan unsur staf.

(2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dipimpin oieh Sekretaris Dacrah dan bertanggung jawab
kepada Bupati.

(3) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

mempunyai tugas membantu Bupati da_lam penlnrsunan
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap

A



pela]<sanaan fugas Perangkat Daerah serta pelavanan
administratif.

(4) Sekretariat Daerai dalam melaksanakar tugas dan
kewajiban sebagaimana dimal<sud pada ayat (2|,
m.e nye len ggarakan fu n gs i :

a. pengoordinasian penlrrsunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan rugas satuan ke{a

' Perangkat Daerah;

c. pemantauan dart everluasi pelalcsanaan kebijakan
Daerah;

pelayanan administratii' dal pembinaal aparatur sipil
negara pada instansi Daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang dibdrikar oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
(1) Sekretaris Daerah sebagaimana dimalsud dalam pasal 3

ayat (2) dibantu 3 (tiga) Asisten yang berkedudukan
dibawah dan bertanggu4g jawab kepada Sekretaris Daerah.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan

c. Asisten Administrasr Umum.

Pasal 5

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a,

mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam

perumusan kebijakan, mengoordinasikan bagian

pemerintahar, kesejahteraan ralqfat, pemberdayaan

masyarakat, hukum serta Sekretariat DPRD dal Perangkat

Daerah yang melaksanakan urusarl pemerintahan bidang

pendidikan, kebudayaan, panwisata, pemuda dan oiahraga,

kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

a-nal<, ketentraman, ketertiban umum darr Perlihdungan

masyarakat, tenaga ke{a, transmigrasi, keatsipan dan
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perpustakaan, pemberdayaan masyarakat dan desa,
administrasi kependudukan dan pencatatal sipil serta
koordinasi kerukunan umat beragama.

(2) Asisten Perekonomian dan pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, bertugas
mtrnbaltu Sekretaris Daerah dalam pemmusan kebijakan,
koordinasi pelaksanaan progr:am, pelayanan administrasi,
pemantauan, dan evaluasi terkait dengar penyelenggaraan
urusalr pemerintahan bidang perekonomian dal sumber
daya alam, infrastruktur dal a dministrasi pembangunan
da.rl layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah
serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pangan, perindustrian, perdagangan,
koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal,
pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan
hidup, energi dan sumber daya mineral, pekerjaal umum
dart penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan
permukiman, oertanahan, perhubungan, komunikasi dan
informatika, satistik , darr persandian serta urusal
penunjang bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan.

(3) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2\ hurrf c, berrugas membantu Sekretaris
Daerah dalam dalam perr-lmusarr kebijakan, koordinasi
pela-ksanaan prograrn, pelayanan administrasi,
pemantauan, dan evaluasi terkait dengal pembinaan
organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan dan
keprotokolan, serta tata usaha pimpinan dan dukungan
penyelenggaraan pemeritahan daerah serta perangkat

Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidalg
kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan serta
Perangkat Daerah yang melaksanakarr fungsi pengawasan.

Pasa-l 6

(1) Asisten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, masing-masing
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terdiri atas 4 (empat) Bagian yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepaCa Sekretaris Daerah melaiui
Asisten.

(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) masrng_masing
terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Bagran Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana
dimaksud pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah;.

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteiaan Ra-lcyat;

c. Asisten Perekonomial dan pembangunan; dan
d. Asisten Administrasi Umum;

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ralryat
sebagaimana dimaksud.pada ayat ( l ) huruf b, membawalri:
a. Bagian Pemerintahan dal Otonomi Daerah, membawahi:

1. Sub Bagian Kecamatan dan Kelurahan;
2. Sub Bagian Aparatur pemerintahan; dan

' 3. Sub Ba6fan Otonomi Daeral..

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

1. Sub Bagian Pendidikan Pemuda dan Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata;

2. Sub Bagian Kescharan, Sosial, Pengendalial
Penduduk dan KB.

3. Sub Bagian Kerukunan Umat Beragana.

c. Bagian Pemberdayaai Masyaralat, Ketentraman,

Ketertiban dan Linmas.

1. Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Linmas.

2. Sub Bagian Tenaga Ke{a, Trarsmigrasi, Kearsipart

dan Perpustakaan:
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3. Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Pemberdayaan Perempuan dan Periindungan AnaJ<,

Kependudukan dan Pencaratan Sipil.

d. Bagian Hukum, membawahi:

.t. Sub Bagian Produk Hukum dan Pemndang-

undangan;

2. Sub Bagian Teiaahan Hukum, Bantuan Huli:r_rm dan

. HAM.

3. Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Penyu-luhan

Hukum.

(3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hun:f c, membawahi:

a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam,

membawahi:

1. Sub Bagian Pertanian, Pangan, Kehutaran, Kelautan

dan Perikanan;

2. Sub Bagian Koperasi dan UKM, Perindustrian,

Perdagangan, Penanaman Modal dan BUMD;

3. Sub Bagian Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber

Daya Mineral.

b. Bagian Infrastmktur, membawahi :

1. Sub Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

2. Sub Bagian Perumahan RaJgrat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan ;

3. Sub Bagian Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika, Statistik clan Persandian.

c. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:

1. Sub Bagian Pennrsunan dan Pengendalial Program;

2. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;

3. Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elel<tronik.

d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:

1. Sub Bagian Pengedalian Program Pengadaan Barang

dan Jasa;

2. Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan

Jasa.
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3. Sub Bagiar Monitoring dan Evaluasi pengadaan

Barang dan Jasa.
(4) Asisten Administrasi Umum, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, membawahi:
a. Bagial Umum, membawahi:

l. Sub Bagian Rumah Tangga dal perlengkapan;

2. Sub Bagial Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Kepegawaiarr.

b. bagian Organisasi, membawahi:
1. Sub Bagian Kelembagaan dan Keutalaksanaan;
2. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Ana-lisis Bebal

Kerja; dan

3. Sub Bagiarr pelayanan publik dan pengembanga-n

Kinerja Organisasi.

c. Bagian Hubungan MasyarerJ<at dan protokoler,
membawahi:

1. Sub Bagian Kehumasan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

2. Sub Bagian penyelenggaraal Keprotokolal; dan
3. Sub Bagian Renyelenigaraan Acara dan Tamu.

d. Bagian Tata Us$a pimpinan, membawahi:
1. Sub Bagian Tata Usaha Kepala Daerah,
2. Sub Bagian Tata Usaha Wakil Kepala Daerah; dan
3. Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah dan Staf

Ahli.

(5) Kelompok Jabatan Fungsionzrl sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf e, terdiri dari sejumlah tenaga terampil,
dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlialnya.

Pasal 8

(1) Sta-f ahli merupakan unsur pembantu bupati.
(2) StaJ a}rli sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di bawah

dan bertanggungjaw'ab kepada. bupati dan secara
administratif dikoordinasikan oieh sekretaris Daerah.
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(1)

(2)

Pasa.l 9

StaJ anli sebagaimana dimaksud da_lam pasal g, beriumlal
3 (tiga) stal ahli.

Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. .Staf ahli Bidang Hukum dan Polilik;

b. Sta-f Ahli Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;

(l)

Ekonomi dan Keuangan.

Pasal 10

StaJ ahli sebagaimana dima-ksud

dari pegawai ASN yang memenuhi

{2) Pengangkatan dan pemberhenrian

Pasal 11

StaJ anli sebagaimana dimaksud da_lam pasa_l 9 ayat (2)

bertugas mernberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis
kepada bupali sesuai keahliannya.

'Pasal l2
Struktur organisasi Sekretariat Daera-| tercantLfn da]am
lampiran I merupa..kan bagian yang ridak terpisahkan dari
Peraturar Bupati ini.

BAB III
SEKRE"TARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 13

Sekretariat DPRD adalah tipe C dengan beban kela kecil.

Pasal 14

( I ) Sekretariat DPRD mempakan unsur pelayanan administrasi

dan pemberian dr:kungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan

tugasnya secara teknis operasional berada di bawai dan

c. Staf Ahli Bidang SuAber Daya Manusia, pembangunan,

dalam Pasal 9, diangkat

Prr oj d_r d'Ld,rr.

stal ahli oleh bupari.
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bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara

administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui
sekretaris Daerah, terdiri atas 3 (tiga) bagian dan masing-

masing bagian terdiri atas 2 (dua) subbagian.

(3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2\

diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati atas

p.."!tr-,1l,".r pimpinan DPRD.

Pasal 15

(l) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud da_lam Pasal 14

ayat ( 1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan

mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

dalam melaksanakan hak dan fungsinya . sesuai dengan

kebutuhan.

(2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

c. fasilitasi penyelenggaraan' rapat DPRD; dan

d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 16

(l) Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana

dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) terdiri atas:

a. Sekretaris Dewan;

b. Bagian Umum dan Keuangan;

c. Bagian Perundang-Undangan;

d. Bagian Persidangan dan Risalah;

e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

f. Tenaga Ahli DPRD

(2) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, membawahi:
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1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian program, Keuangan dan BMD;

(3) Bagian Perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c, membawahi:

1, Sub Bagian Kaj iarr dan Dokumentasi Hukuml dan
2. S.ub Bagian Rancangan peraturan Daerah.

(4) Bagian Persidangan dan Risalah sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) huruf d, membawahi:

1. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Alat Kelengkapal
DPRD; dan

2. Sub Bagian Humas dan protokoler.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah tenaga terampil,
dalam jenjang jabatan Fungsional yang. terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(6) Tenaga Ahli DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

huruf f, terdiri dari sejumlah tenaga terampil sesuai bidang
ilmu/keahliannya yang dibutuhkan oleh DpRD dan
ditetapkan oleh Pimpinan DpRD.

PaJat tO

Struktur organisasi Sekretariat DpRD tercantum dalam
Iampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
INSPEKTORAT DAERAH

Bagian Kesatu

. Kedudukan

Pasal 17

Inspektorat Daerah Kabupaten Buol merupakan tipe A

dengan beban kerja besar.

Pasal 18

(1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

merupakan unsur penunjang pengawas penyelenggaraan

UILsan Pemerintahan Daerah terdiri atas I (satu)

Sekretariat dan 4 (empat) Inspektur Pembantu.
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat
mem bawa_iri 3 (tiga) Subbagian

(31 Inspektur Pen:banfu sebagaimana dimaksud pada ayat
membawaii jabatan fungsional Auditor .

(4) Ir?spektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )

dipimpin oleh Inspektur.

(5) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dalam

melaksara-l<an tugasnya bertanggundawab kepada bupati
melalui sekretaris daerah.

Pasal 19

(I) Inspektorat Daerahr sebagaimana dimaksud pada Pasal 18

mempunyai fugas me mbanru bupafi membina dan

mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah da-n Ttrgas Pembantuan oleh

Perangkat Daerah.

(2) Inspektorai Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

a. Perumusan kebijakan tekrris bidang pengawasan dan

fasilitasi pengawasan;

b. Pelaksanaan pengatvasan intemal terhadap kinerja dan

keuangal mela-lui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengavrasan untuk tuj uan tertentu atas

penugasan bupati;

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. Pelaksanaan administrasi irrspektorat; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati

terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Orgalisasi

Pasal 20

( 1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana

dimaksud pada pasal 18 ayat (l) terdiri atas :

(1)

(1)

a. Inspekfur;
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b. Sekretariat;

c. Inspekfur Pembantu I;

d. Inspektur Pembantu II;

e. Inspektur pembantu III; darr

f. lnspektur Pembantu IV.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

memoawahl:

a. Sub Bagian Pgrencanaan dan pelaporan.

b. Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
c. Sub Bagian Keualgan dan BMD;

(3) Inspektur Pernbanru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, masing_masing
membawahi kelompok jabatan fungsional Auditor.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g, terdiri dari sejumlah renaga terampil dan
tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya
masing-masing.

(5) Setiap kelompok jabatan lungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional
senior.

Pasal 21

Strukh:r organisasi lnspektorat Daera]r tercantum dalam
lampiran III merupakan bagiaLn yalrg tidak terpisalrkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB V

JABATAN

Pasal 22

Jabatan dal Eselon pada Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD dan Irrspe ktorat Daerah ada.lah sebagai berikut :

a. Sekretaris Daerah merupakan Jabatar Pimpinan Tinggi

Pratama atau jabatan Stnrktural Eselon lla;

b. Asisten, Staf Ahli, Sekretaris DPRD, Inspektur

merupakan jabatan pimpinan tinggi Pratama atau

jabatan Struktural Eselon IIb;

-14-



c. Kepala Bagian, Sekretaris Inspektorat, Inspeknrr
Pembantu merupakan jabatan administrator arau
jabatan Struktural Eselon IIIa.
Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD dan lnspektorat Daerah mempal<an

. jabatan pengawas atau jabatan Strukrural Eselon IVa.

EAB VI
. KETENTUAN PERAL]HAN

Pasal 23
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlal<u, selun:h jabatan
beserta pejabat yang ada pada Sekretariat Daerah, sekretariat
DPRD dan Inspektorat Daerah, akan dikukuhkan dan dilantik
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB \NI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Enggal diundangkan.

d.

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan peraturan Bupati ini dengal
dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol

memerintahka_n

penempatannya

I F/-r Rr\ F i((j0;t(,,,.n .l

tV 
^ltutwaE 

l<

'BUPATI 
BUOL,

KAWIILUSAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 20I6 NOMOR .,.

DEJABAT

; f:lAN

- t5-
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LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN
TANGGAL

BUOL
2016

2016

SEKRETARIAT DEWAN

STRT'I(TUR ORGANISASI

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABI'PATEI{ BUOL

BAGIAN UMUM DAN

KELIANGAN

BAGIAN
PERUNDANG.UNDANGAN

,JiftAF KOORDI'

BAGIAN PERSIDANGAN DAN
RJSALAH

,ATI BUOL 
/( J--

,WULUSAII

SEKRETARIS DEWAN

KEL. J.,\8.
FUNGSIONAL

SUB BAGIAN
PERSIDANGAN,

zuSALAH DAN ALAT
KELENGKAPAN DPRD

SUB BACIAN

KAJIAN DAN
DOKUMENTASI HUKUM

SUB BAGIAN

UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN

HUMAS DAN
PROTOKOLER

SUB BAGIAN

RANCANGAN PERDA

SUB BAGIA}I

PROGAN', KEUANGAN
DAN BMD
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I"A.IIPIRATI IIT :

FUNGSIONAL AUDITOR

PERATURAN BUPATI BUOL

NOMOR TAHUN 2016

TANGGAL 2016
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STRI'KTUR ORGANISABI
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PERENCANAAN DAN
PELAPORAN

SUB BACTAN

KEPECAWAJAN
DAN UMUM

SUB BAGIAN

KEUANCAN DAN qMD

INSPEKTUR Pilvl BANTU llINSPE}iTUR PTMB.{NTU I INSPEKTUR PEMBANTU IV
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